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Abstrak : 

Era JKN telah bergulir sejak tahun 2014, dalam kurun waktu tersebut telah terjadi banyak 

perubahan dalam dunia kesehatan yang didorong oleh berbagai factor dalam berbagai bidang 

diantaranya socio ekonomi, politik, keamanan dan lain-lain. Perubahan klasifikasi rumah sakit 

umum dalam kurun waktu tersebut juga memberikan dampak dalam berbagai bidang. khususnya 

dampak terhadap akses  pelayanan rumah sakit oleh masyarakat. 
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Abstract : 

JKN era have been started since 2014, during that time,  many change happened  in health 

services. It  was caused by many factor example socioeconomic, politic, national security and  etc. 

The change  of rule in hospital classification also have many impact in many  public factor, 

exspesialy in public axces  on medical services. 
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A. Pendahuluan  

Sejak januari  tahun 2014 era 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) te 

lah berjalan
2
, era dimana biaya kese 

hatan akan ditanggung secara gotong 

royong oleh seluruh rakyat Indonesia 

dan di fasilitasi oleh negara. Era ini 

adalah era yang sudah di cita citakn 

sejak dahulu seperti pada negara nega 

ra maju. Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) memberikan jaminan pelaya 

nan kesehatan secara merata diseluruh 

wilayah Indonesia dan bagi seluruh 

rakyat Indonesia. 

Perubahan kebijakan era Jami 

nan Kesehatan Nasional (JKN) mem 

beri dampak juga pada semua pela 

yanan kesehatan baik yang positip 

maupun yang negatip. Rumah sakit 

tumbuh dengan pesat untuk memper 

besar kapasitas masing masing, pela 

yanan rumah sakit semakin komplek 

dan rumit, dikarenakn perubahan sys 

tem yang awalnya fee For servis men 

jadi pelayanan berbasis INACBG’s.
3
 

disamping itu lonjakan jumlah pasien 

yang membutuhkan pelayanan juga 

begitu besar. 

Terjadi Tarik menarik kepen 

tingan antar sesama pemberi pelaya 

nan, terjadi Tarik menarik kepenting 

an antara penjamin biaya dan tempat 

pelayanan kesehatan, terjadi Tarik 

menarik antara penyelenggara Jami 

nan Kesehatan Nasional (JKN) dan 

instansi lain ( dinas kesehatan, Kemen 

kes, pemerintah daerah ).  Sebagai 

efek begitu banyak perubahan, terjadi 

                                                           
2 TNP2K. 2015. Perjalanan me 

nuju kesehatan nasional. Jakarta 
3
 Adinda .2019. Kajian Kebija 

kan Jaminan Kesehatan DiEera Oto 

nomi Daerah. Indonesia institute. 

Jakarta. 

pula perubahan dalam klasifikasi ru 

mah sakit, terjadi perubahan klasifi 

kasi RS dari PMK no 56 tahun 2014 

menjadi berdasar PMK 30 tahun 

2019.  

Perubahan ini didorong begitu 

banyak factor salah satunya adalah de 

fisit anggaran penyelenggara Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) yang sema 

kin lama semakin membesar.
4
 Hal ini 

memaksa penyelenggara Jaminan Ke 

sehatan Nasional (JKN) berupaya ber 

hemat dan memberi berbagai batasan. 

Disisi lain kesadaran dan kebutuhan 

pelayanan kesehatan oleh masyarakat 

semakin membesar yang membutuh 

kan pelayanan yang semakin luas.  

Tarik menarik kepentingan ini 

juga memberikan efek yang besar 

bagi penerima pelayanan kesehatan 

yaitu masyarakat yang sakit. Berbagai 

kajian tentang penyelenggaraan Jami 

nan Kesehatan Nasional (JKN) dalam 

perspektif penyelengara dan pemberi 

pelayanan telah banyak di tulis, tapi 

dalam perspektif pengguna pelayanan 

belum banyak dianalisa. Oleh karena 

itu penulis ingin menyampaikan dam 

pak perubahan ini. Berdasarkan latar 

belakang tersebut diatas diangkat per 

masalahan yaitu Apakah dampak peru 

bahan klasifikasi RS dari Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 

2014 menjadi Peraturan Menteri Kese 

hatan Nomor 30 tahun 2019 terhadap 

akseptabilitas pelayanan oleh masyara 

kat?. 

 

 

 

                                                           
4 Suko Wiyono. 2011. Pengan 

tar Ilmu Hukum. Universitas Wisnu 

wardhana Malang Press. Malang 
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B. Pembahasan  

1. Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) 

Jaminan kesehatan nasional  me 

rupakan cita cita bangsa Indonesia 

sejak berdiri, hal ini dimulai sejak 

kemerdekaan dan menteri kesehatan 

yang pertama kali yaitu GA Siwa 

bessy. Beliau mengusulkan untuk dise 

lenggarakan asuransi kesehatan semes 

ta ( universal healt insurance )
.5  

Tentu hal ini dilaksanakan seca 

ra bertahap, pertama dilakukan hanya 

untuk pegawai negeri dan keluarga 

nya yang dikelola oleh badan yang 

merupakan cikal bakala PT askes. Ta 

hap berikutnya pada tahun 2005 dise 

lenggarakan program jaminan keseha 

tan bagi masyarakat miskin (PJKMM 

), berlanjut tahap berikutnya adalah 

JAMKESDA dan pada tahun 2014 

menjadi BPJS yang brlangsung sam 

pai hari ini. 

Sesuai rencana nasional maka 

pata tahun 2019 harus sudah tercapai 

universal health coverage, dalam arti 

bahwa seluruh rakyat Indonesia sudah 

terlindungi oleh JKN
6 

, tetapi dalam 

perjalananya sejak tahun 2014, timbul 

berbagai masalah dari segi penyeleng 

gara, pengguna dan Rumah sakit 

sebagai provider kesehatan. Jumlah 

pengguna semakin tinggi,hingga 203 

juta jiwa pada tahun 2018 yang dalam 

arti kebutuhan pelayanan semakin 

luas dan beragam  tapi tidak diikuti 

kepatuhan pembayaran iuran. 

Dalam segi penyelenggara pro 

gram Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) menjadi underfuned program, 

dari tahun ke tahun penyelenggara 

mengalami defisit finansial,  bahkan 

tahun 2018 BPJS mengalami  defisit 

                                                           
5
 TNP2K. Op. Cit.  

6
 Adinda. Op. Cit. 

7,95 Triyun, hal ini yang menjadi 

dasar perubahan premi BPJS yang 

berdampak juga pada pengguna.  

 

 
 

Dalam segi provider pelayanan 

kesehatan, dari awal dilauncing hing 

ga tahun 2018 jumlah Rumah sakit 

yang dah bekerjsama sebanyak 5081, 

hal ini untuk mengimbangi kebutuhan 

pengguna, tapi disisi lain tidak ada 

kenaikan INACBG’s yang memadai 

dan pembayaran yang tidak on time, 

sehingga membuat rumah sakit harus 

bekerja keras dalam pelayanan. 

 

2. Klasifikasi Rumah Sakit 

Rumah sakit adalah fasilitas pe 

layanan kesehatan yang menyelengga 

rakan pelayanan kesehatan perorang 

an secara paripurna yang menyedia 

kan pelayanan rawat inap, rawat jalan 

dan gawat darurat. 

Klasifikasi Rumah Sakit dapat 

kita lihat dalam 2 Peraturan Menteri 

Kesehatan yaitu Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 56 tahun 2014  yai 

tu pada saat Jaminan Kesehatan Nasi 

onal (JKN) belum berjalan dan Pera 

turan Menteri Kesehatan Nomor 30 

tahun 2019 yang merupakan hasil 

adaptif selama era Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) dari awal di seleng 

garakan pada tahun 2014 sampai 

tahun 2019. Selama kurun 5 tahun 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

bergulir telah terjadi banyak masalah, 
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dari segi penyelenggara Jaminan Kese 

hatan Nasional (JKN), masyarakat 

sebagai pengguna dan Rumah sakit 

sebagai provider pelayanan keseha 

tan. 

Rumah sakit adalah tempat 

bertemunya tiga kepentingan dalam 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

yaitu penyelenggara, pengguna dan 

rumah sakit sendiri, maka disinilah 

medan perang yang sesungguhnya, 

tempat puluhan masalah yang membu 

tuhkan penyelesaian, dan rumah sakit 

biasanya menjadi kambing hitang 

terjadinya masalah 

 

a. Pelayanan medik Rumah Sakit  

tipe D dalam Peraturan Men 

teri Kesehatan Nomor 56 thn 

2014  

Pasal pasal yang mengatur 

pelayanan medik Rumah Sakit 

tipe D pada Peraturan Meneteri 

Kesehatan (PMK) 56 tahun 2014 

dimulai pasal 47 dan 48, yaitu 

sebagai berikut 

Pasal 47, Pelayanan yang 

diberikan oleh Rumah Sakit 

Umum Kelas D paling sedikit 

meliputi:  

a. pelayanan medik; 

b. pelayanan kefarmasian;  

c. pelayanan keperawatan dan 

kebidanan;  

d. pelayanan penunjang kli 

nik; 

e. pelayanan penunjang non 

klinik; dan  

f. pelayanan rawat inap.  

 

Pasal 48  

(1) Pelayanan Medik sebagaima 

na dimaksud dalam Pasal 47 

huruf a, paling sedikit terdiri dari:  

a. pelayanan gawat darurat;  

b. pelayanan medik umum;  

c. pelayanan medik spesialis 

dasar; dan 

d. pelayanan medik spesialis 

penunjang.  

(2) Pelayanan gawat darurat, 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a, harus 

diselenggarakan 24 (dua puluh 

empat) jam sehari secara terus 

menerus.  

(3) Pelayanan medik umum, 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b,  meliputi pelayanan 

medik dasar, medik gigi mulut, 

kesehatan ibu dan anak, dan 

keluarga berencana.  

(4) Pelayanan medik spesialis da 

sar, sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c, paling sedikit 2 

(dua) dari 4 (empat) pelayanan 

medik spesialis dasar yang meli 

puti pelayanan penyakit dalam, 

kesehatan anak, bedah, dan/atau 

obstetri dan ginekologi. 

(5) Pelayanan medik spesialis pe 

nunjang, sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d, meliputi 

pelayanan radiologi dan laborato 

rium.  

 

b. Pelayanan medik Rumah Sa 

kit  tipe D dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 

30 thn 2019   
Aturan mengenai pelayanan 

medik di Peraturan Menteri 

Kesehatan (PMK) 30 tahun 

2019 diatur dalam pasal seba 

gai berikut : 

 

Pasal 19  

(1) Rumah Sakit umum kelas 

A sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 ayat (1) 

huruf a merupakan Ru 

mah Sakit umum yang 
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mempunyai fasilitas dan 

kemampuan pelayanan 

medik paling sedikit 4 

(empat) spesialis dasar, 5 

(lima) penunjang medik 

spesialis, 12 (dua belas) 

spesialis lain selain spesia 

lis dasar, dan 13 (tiga 

belas) subspesialis.  

(2) Rumah Sakit umum kelas 

B sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 ayat (1) 

huruf b merupakan Ru 

mah Sakit umum yang 

mempunyai fasilitas dan 

kemampuan pelayanan 

medik paling sedikit 4 

(empat) spesialis dasar, 4 

(empat) penunjang medik 

spesialis, 8 (delapan) spe 

sialis lain selain spesialis 

dasar, dan 2 (dua) sub 

spesialis dasar.  

(3) Dalam hal Rumah Sakit 

umum kelas B sebagai 

mana dimaksud pada ayat 

(2) akan meningkatkan 

fasilitas dan kemampuan 

pelayanan mediknya, pe 

nambahan pelayanan pa 

ling banyak 2 (dua) spesia 

lis lain selain spesialis 

dasar, 1 (satu) penunjang 

medik spesialis, 2 (dua) 

pelayanan medik subspe 

sialis dasar, dan 1 (satu) 

subspesialis lain selain 

subspesialis dasar.  

(4) Rumah Sakit umum kelas 

C sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 ayat (1) 

huruf c merupakan Ru 

mah Sakit umum yang 

mempunyai fasilitas dan 

kemampuan pelayanan 

medik paling sedikit 4 

(empat) spesialis dasar 

dan 4 (empat) penunjang 

medik spesialis.  

(5) Dalam hal Rumah Sakit 

umum kelas C sebagai 

mana dimaksud pada ayat 

(4) akan meningkatkan 

fasilitas dan kemampuan 

pelayanan mediknya, pe 

nambahan pelayanan pa 

ling banyak 3 (tiga) pela 

yanan medik spesialis lain 

selain spesialis dasar, dan 

1 (satu) penunjang medik 

spesialis.  

(6) Rumah Sakit umum kelas 

D sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 ayat (1) 

huruf d merupakan Ru 

mah Sakit umum yang 

mempunyai fasilitas dan 

kemampuan pelayanan 

medik paling sedikit 2 

(dua) spesialis dasar. 

(7) Dalam hal Rumah Sakit 

umum kelas D sebagai 

mana dimaksud pada ayat 

(6) akan meningkatkan 

fasilitas dan kemampuan 

pelayanan mediknya, pe 

nambahan pelayanan pa 

ling banyak 1 (satu) pela 

yanan medik spesialis da 

sar dan 1 (satu) penunjang 

medik spesialis.  

(8) Dalam hal di satu wilayah 

administratif provinsi ti 

dak terdapat Rumah Sakit 

umum kelas A, Rumah 

Sakit umum kelas B seba 

gaimana dimaksud pada 

ayat (2) dapat menambah 

pelayanan mediknya pa 

ling banyak 3 (tiga) spe 

sialis lain selain spesialis 

dasar, 1 (satu) penunjang 
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medik spesialis, dan 9 

(sembilan) pelayanan me 

dik subspesialis berupa pe 

layanan medik subspesia 

lis dasar dan/atau subspe 

sialis lain selain subspe 

sialis dasar.  

(9) Dalam hal di satu wilayah 

administratif kabupaten 

/kota tidak terdapat Ru 

mah Sakit umum kelas B, 

Rumah Sakit umum kelas 

C sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) dapat me 

nambah pelayanan medic 

nya paling banyak 7 (tu 

juh) spesialis lain selain 

spesialis dasar dan 1 (sa 

tu) penunjang medik spe 

sialis. 

 (10) Dalam hal di satu wila 

yah administratif kabupa 

ten/kota tidak terdapat 

Rumah Sakit umum kelas 

C, Rumah Sakit umum 

kelas D sebagaimana di 

maksud pada ayat (6) da 

pat menambah pelayanan 

mediknya paling banyak 2 

(dua) spesialis dasar dan 1 

(satu) penunjang medik 

spesialis.  

(11) Penambahan pelayanan 

medik sebagaimana di 

maksud pada ayat (8), 

ayat (9), dan ayat (10) 

harus tetap mempertim 

bangkan akses terhadap 

pelayanan kesehatan kelas 

rumah sakit diatasnya 

yang berada antar wilayah 

administratif.  

(12) Penambahan pelayanan 

medik dengan mempertim 

bangkan akses terhadap 

pelayanan kesehatan kelas 

rumah sakit diatasnya 

yang berada antar wilayah 

administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (11) 

dilaksanakan setelah men 

dapatkan rekomendasi da 

ri dinas kesehatan daerah 

provinsi setempat. 

 

Berdasarkan pembahasan diatas  da 

pat ditarik kesimpulan mengenai per 

bedaan pelayanan medik pada Pera 

turan Menteri Kesehatan Nomor 56 

tahun 2014 dan Peraturan Menteri Ke 

sehatan Nomor 30 tahun 2019 adalah 

sebagai berikut : 

 

 PMK 56 PMK 

30 

Medik dasar Harus ada Boleh 

tidak 

ada 

Penyakit 

dalam 

Harus ada Harus 

ada 

Kesehatan 

anak 

Harus ada Harus 

ada 

Bedah Harus ada Boleh 

tidak 

ada 

Obstetric 

dan 

ginekologi 

Harus ada Boleh 

tidak 

ada 

Spesialis 

lain 

Tidak 

ditentukan 

Tidak 

boleh 

ada 

 

Perubahan dalam pelayanan RS 

tipe D pada 2 Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor ini perlu dikaji dari 

beberapa hal 

1. segi akses pelayanan 

Akses adalah daya jangkau 

pengguna pelayanan kesehatan 

terhadap penyedia pelayanan, 

dalam hal ini adalah rumah sakit 

beserta pelayanan yang tersedia 
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dirumah sakit. Dalam segi ini je 

as bahwa terdapat perubahan pela 

yan medis pada RS tipe D, Ru 

mah Sakit tipe D hanya disya 

ratkan memberi pelayanan 2 dari 

4 pelayanan spesialis dasar, yang 

juga berarti bahwa masyarakat ju 

ga mengalami pembatasan akses 

terhadap pelayanan. RS tipe D 

yang dulu bisa melayani kebutu 

han spesialis 4 dasar, saat ini 

hanya dapat melayani 2 spesialis 

dasar. 

Pemerataan pembangaunan 

sarana dan prasarana Rumah Sa 

kit tidaklah merata diseluruh wila 

yah Indonesia, tidak banyak 

Rumah Sakit tipe C ke atas, yang 

rata rata berada di kota. Hal ini 

mengakibatkan masyarakat harus 

menempuh jarak yang lebih jauh 

untuk memperoleh pelayanan dan 

juga butuh dana yang lebih besar 

untuk mengakses pelayanan kese 

hatan. 

Disisi lain sebuah hukum di 

bentuk dengan asas keadilan ( 

teori etis ) dan  asas kemanfaatan 

( teori utilitis )
7 

, demikian juga 

perubahan ini Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor ini untuk 

melindungi semua kepentingan, 

keadilan dan kemanfaatan bagi 

kehidupan. Menyeimbangkan se 

mua kepentingan dengan berasas 

keadilan dan kemanfaatan adalah 

tugas hukum dan tentu saja ter 

dapat efek pembatasan terhadap 

kepentingan masing masing pi 

hak yang terlibat. 

Keadilan adalah sebuah kata 

yang sulit untuk diterjemahkan 

                                                           
7
 Efran Helmi Juni. 2012. Fil 

safat Hukum. Pustaka Setia. Ban 

dung. 

dan diterapakn, keadilan pada 

satu sisi  dapat dinilai tidak adil 

disisi lain, demikian juga  tentang 

norma Jaminan Kesehatan Nasio 

nal (JKN) ini. Sesuai konsep kea 

dilan ideal plato bahwa keadilan 

akan tercapai apabila dalam kehi 

dupan, semua unsur masyarakat 

menempatkn diri pada proporsi 

masing masing dan bertanggung 

jawab penuh pada tugasnya
.8 

Da 

lam pembatasan akses pelayanan 

Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) ini kita juga harus melihat 

dari banyak sisi. 

 

2. Segi distribusi pelayanan 

PemberlakuanPeraturan Men 

teri Kesehatan Nomor ini ju ga 

memberi arti bahwa pelayanan 

kesehatan harus didistribusikan 

secara merata dan berjenjang di 

setiap tingkat pelayanan keseha 

tan. Rumah sakit akan melakukan 

rujukan pelayanan dari tipe D 

sampai dengan tipe A sesuai 

aturan fasilitas dan sumberdaya. 

Ini juga akan memaksa masyara 

kat sakit memperoleh pelayanan 

secara bertahap juga. Masyarakat 

tidak bisa mengakses pelayanan 

langsung di Rumah Sakit yang 

lebih tinggi. 

Berdasar pasal 28 UUD NRI 

bahwa setiap warga negara ber 

hak sejatera dan menerima jami 

nan sosial maka sudah menjadi 

kewajiban bagi negara untuk men 

jaminya salah satunya adalah pe 

nyediaan pelayanan kesehatan, te 

tapi hal ini tentunya negara 

                                                           
8 Teguh Prasetyo. 2013. Filsa 

fat, Teori dan Ilmu Hukum. Raja 

wali pers. Jakarta. 
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mempunyai keterbatasan dan prio 

ritas prioritas untuk menuju kea 

dilan sosiial bagi seluruh rakyat 

Indonesia.
9
 

 

3. Segi efisiensi biaya Jaminan Ke 

sehatan Nasional (JKN) 

Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) yang berlangsung sejak tahun 

2014 terus mengalami defisit angga 

ran yang dikarenakan berbagai hal, 

oleh karena itu penyelenggara harus 

melakukn efisiensi pembiayaan, salah 

satunya adalah dengan tehnik manage 

care atau pelayanan berjenjang, se 

hingga kasus yang ringan bisa di 

tangani di Rumah Sakit kecil dan 

tentu akan memakan biaya yang lebih 

kecil. Tidak ada lagi kasus. kecil yang 

ditangani Rumah Sakit besar 

 

C. Penutup 

Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) adalah program nasional yang 

harus di emban sebagai amanat ber 

sama, dalam perjalanannya menuju 

pelayanan optimal tentunya akan 

melewati masa masa sulit, termasuk 

pemberlakuan Peraturan Menteri Ke 

sehatan Nomor 30 tahun 2019 tentang 

perizinan dan klasifikasi rumah sakit 

yang akan membatasi kemudahan 

akses terdadap pelayanan rumah sakit, 

pelayanan harus berjenjang dan tahap 

demi tahap. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Endang Wahyati. 2012. 
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Keni Media. Bandung 
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Perundang-undangan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor  

30 tahun 2019 tentang 

perizinan dan klasifikasi 

rumah sakit 
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